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I.  Pendahuluan

Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan secara
berkesinambungan dan konsisten oleh Bank Perkreditan Rakyat Jateng yang
mulai diterapkan tahun 2016 sesuai dengan Peraturan otoritas jasa
keuangan nomor 4/P0OJK.03/2015 dan Surat Edaran otoritas jasa keuangan
nomor 5/SE0JK.03/2016 dengan tujuan tidak hanya memenuhi dan patuh
pada peraturan namun juga dalam meningkatkan pencapaian target usaha
secara berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan dan perlindungan
terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder, maka dalam
pelaksanaan atau penerapan tata kelola menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukaan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan
keputusan.

2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan
secara efektif.

3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuain pengelolaan BPR dengan peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independensi yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh
atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.
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Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, maka BPR Jateng

berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terkait

dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Transparansi Penerapan Tata kelola

Laporan Penerapan Tata Kelola yang disusun sesuai dengan POJK No.

4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi bank Perkreditan

Rakyat.

Transparansi penerapan tata kelola mengungkap seluruh aspek yaitu :

A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance

d.

b.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite,
Penanganan benturan kepentingan.

Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
Batas maksimum pemberian kredit

Rencana bisnis BPR

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Bank Perkreditan Rakyat Jateng telah melakukan penilaian sendiri atas

penerapan Tata Kelola dengan posisi per Desember 2017 dan hasil

Laporan self assessment disajikan dengan lembar kertas kerja sesuai

dengan format dari Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan.
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a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi di PT BPR Jateng sesuai dengan ketentuan modal inti kurang

dari Rp 50.000.000,- (lima puluh milyar) wajib memiliki 2(dua) orang

anggota Direksi .

MASA
NAMA JABATAN JABATAN
Direktur Utama 12 Maret 2018
Budiman Wijaya merangkap s/d

Direktur Kepatuhan 12 Maret 2021

09 April 2017

Lindawati Moestadjap Direktur s/d

09 April 2020

Tugas dan tanggung jawab Direksi :

1. Direksi bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaaan

Perusahaan.

Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan
dan tanggungjawab sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan
peraturan perundang-undangan.

Direksi wajib menyusun dan menetapkan strategis bisnis untuk
mencapai tujuan Perusahaan.

Direksi wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit
intern BPR, audit eksetrn, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

Otoritas Jasa Keuangan.
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6. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya
manusia yang memadai antara lain dengan adanya :

i) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit
kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan
penunjang operasional.

ii) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja
lain.

7. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

8. Direksi melakukan evaluasi dan pemantauan serta menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana sesuai dengan
perundang-undangan Bank Perkreditan Rakyatdalam penyaluran
kredit sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang
telah ditetapkan.

9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat,

relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

b. Pelaksanaan dan Tugas Tanggung Jawab Dewan Komisaris

BPR Jateng sesuai dengan modal inti yang dimiliki maka anggota
Dewan Komisaris 2 (dua) orang keduanya bertempat tinggal di kota
Semarang. Dewan Komisaris di angkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) untuk melakukan pengawasan dan serta memberi
nasehat kepada Direksi untuk memastikan kelangsungan perusahaan
dan menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT BPR
Jateng serta pemangku kepentingan (stakeholders).

Jumlah Dewan Komisaris PT BPR Jateng ada 2(dua) sebagai berikut :
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NAMA JABATAN MASA JABATAN

FX Soewardi WP Komisaris Utama 22 Januari 2016 s/d

22 Januari 2019

Ekawati Komisaris 31 Mei 2015 s/d

31 Mei 2018

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

a.

Dewan Komisaris memastikan BPR Jateng telah melaksanakan dan
menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara
independen.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan dan tanggungjawab Direksi serta memberikan
nasehat ke Direksi agar tidak melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerugian perusahaan.

Dewan Komisaris memastikan Direksi menindak lanjuti temuan
dari audit baik audit intern maupun ekstern.

Dewan Komisaris wajib memberitahukan adanya pelanggaraan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan/perbankan
dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan BPR.

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Rakyat  bahwa BPR yang memiliki modal kurang dari
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Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tidak membentuk
komite tetapi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif. Direksi PT BPR Jateng
telah menunjuk adanya Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi
Audit intern, Fungsi manajemen risiko, Fungsi Kepatuhan, APU- PPT.
d. Penanganan Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan itu trejadi karena adanya perbedaan antara
kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan pribadi dari Direksi,
Dewan Komisaris atau pihak yang terkait sehingga dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya Direksi dan Dewan Komisaris
harus mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan
pribadi.
Untuk penanganan jika terjadi benturan kepentingan telah di
terbitkan Surat Keputusan tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan.
e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
Dalam menerapkan fungsi kepatuhan Bank senantiasa melakukan
upaya agar Bank mentaati peraturan yang berlaku di perbankan.
Laporan yang harus di kirim oleh Bank ke pihak reguler maupun ke
pihak terkait tidak mengalami keterlambatan sehingga risiko
kepatuhan dalam kategori rendah. Melakukan pemantauan terhadap
semua unit kerja agar semua karyawan patuh terhadap pedoman
kerja dan peraturan atau ketentuan yang ada sehingga budaya patuh
dapat terlaksana.
Penerapan audit intern telah dilakukan sesuai peraturan otoritas jasa
keuangan nomor 04/P0OJK.03/2015 dan surat edaran otoritas jasa
keuangan nomor 07/SEOQJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan

Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. Pejabat Eksekutif audit intern
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melaksanakan tugasnya yaitu membantu melakukan pengawasan

operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun

pemantauan hasil audit. Melakukan pemeriksaan dari semua unit
kerja secara sampling data dan melakukan analisa dokumen serta
mengidentifikasi temuan tersbut dan memberikan saran perbaikan.

Hasil pemeriksaan tersebut di susun laporan pemeriksaan setiap

bulan dan untuk pertama kalinya di tahun 2017 BPR wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit
intern selama satu tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan audit ekstern dilakukan pemeriksaan setiap 1(satu) tahun

sekali oleh KAP Indarto Waluyo yang telah tertuang dalam perjanjian

kerja sama No. 26/SPK-AU/KAP-IW/XI/2017 dari hasil pemeriksaan
posisi Desember 2017 dan ditindak lanjuti atas temuan tersebut
adalah :

- Penomoran dan pemberian label pada invetaris dan yang telah
habis nilai bukunya dan sudah tidak digunakan lagi maka segera
dilakukan penghapusan inventaris tersebut.

- Menetapkan umur ekonomis inventaris sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

- Melengkapi SOP pengadaan barang dan jasa mengenai
persyaratan lelang/biding (permintaan harga dari beberapa
pemasok yang sejenis untuk perbangingan harga) untuk nilai yang
besar.

Hasil penilaian dari kantor akuntan publik dalam kewajaran.

f. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor

13/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, maka BPR
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Jateng telah melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan
risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Menyusun dan
menyajikan laporan profil ketiga risiko secara berkala yang di
tandatangani oleh Direktur Utama. Melakukan pengkajian usulan
apabila ada penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.

g. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Ketentuan BMPK kredit bagi BPR dihitung berdasarkan baki debet
kredit dan BMPK untuk penempatan Dana Antar Bank pada Bank lain
dihitung dari berdasarkan nominal penempatan dana antar bank.
Penyediaan dana yang diperkenankan untuk pihak terkait ditetapkan
10 % dari modal sedangkan pihak tidak terkait sebesar 20% dan untuk
kelompok ditetapkan sebesar 30 %. Dalam penyaluran kredit dan
penempatan dana antar Bank tidak melampaui atau melanggar dari
ketentuan BMPK.

h. Rencana Bisnis BPR
Bank Perkreditan Rakyat wajib menyusun Rencana Bisnis Bank secara
realistis sehingga nantinya rencana tersebut dapat tercapai. Rencana
Bisnis Bank yang disusun dalam jangka pendek, menengah dan
panjang,
Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank tersebut meliputi :
Penyusunan strategi bisnis dan kebijakan, target rasio dan pos
keuangan, rencana penghimpunan dana dan penyaluran kredit,
rencana permodalan, rencana pengembangan jaringan kantor,
rencana pelaksanaan penerbitan produk dan aktivitas baru.
Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris, dan Direksi kemudian menyampaikan rencana

bisnis yang telah disusun kepada Pemegang Saham.



BPR JATENG

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR Jateng telah melakukan transparansi kondisi keuangan sesuai
dengan peraturan yang semula Peraturan Bank Indonesia nomor
15/3/PBI/2013 berubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 48/P0OJK.03/2017 dengan menyajikan laporan keuangan terdiri

dari:

1. Laporan Tahunan
Dalam laporan tahunan mencakup informasi umum meliputi
kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR, strategi
dan kebijakan manjemen, laporan manajemen serta laporan
keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan
ekuitas dan arus kas.
Laporan Tahunan yang dikirim ke otoritas jasa keuangan
merupakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit terlebih
dahulu oleh akuntan publik yang sudah terdaftar di otoritas jasa
keuangan.

2. Laporan Keuangan publikasi
Bank telah melaporkan ke otoritas jasa keuangan laporan
keuangan publikasi untuk posisi akhir bulan Maret, Juni,
September dan Desember.
Laporan keuangan publikasi disajikan dalam bentuk perbandingan
dengan laporan keuangan publikasi triwulan tahun sebelumnya.
Laporan yang telah dibuat ditempelkan di papan pengumuman di

seluruh kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas, sehingga para



BPR JATENG

nasabah dan calon nasabah bisa melihat kondisi BPR sebenarnya
secara transparan dari laporan yang tersaji.
Transparansi Kondisi Non Keuangan
BPR Jateng telah melakukan transparansi kondisi non keuangan
dengan menginformasikan produk BPR Jateng di brosur, di beberapa
radio di kota Semarang juga lewat di media sosial seperti instagram,
facebook termasuk kegiatan atau event promo yang pernah
dilaksanakan, pemasangan spanduk dengan penyebaran 60 (enam
puluh) titik di kota Semarang sehingga masyarakat mengetahui secara

jelas produk yang ada di BPR Jateng.

B. Kepemilikan Saham Direksi
Anggota Direksi PT BPR Jateng tidak memiliki saham di PT BPR Jateng atau

di perusahaan lain.

DIREKSI KEPEMILIKAN SAHAM
PT BPR JATENG PERUSAHAAN LAIN

Budiman Wijaya - -

Lindawati Moestadjap - -

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan

Komisaris atau Pemegang Saham BPR.

NAMA HUBUNGAN HUBUNGAN
DIREKSI JABATAN KELUARGA KEUANGAN
PEMEGANG
DEWAN KOMISARIS SAHAM
Budiman Wijaya Direktur Utama - Ada
Lindawati Moestadjap Direktur - -
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D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

DEWAN KOMISARIS KEPEMILIKAN SAHAM
PT BPR JATENG PERUSAHAAN LAIN

FX Soewardi WP - -

Ekawati -

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan

Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau

Pemegang Saham BPR.

HUBUNGAN HUBUNGAN
NAMA JABATAN KELUARGA KEUANGAN
PEMEGANG
DEWAN KOMISARIS DIREKSI SAHAM
FX Soewardi WP Komisaris Utama - -
Ekawati Komisaris - -

F. Paket/kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Komisaris.
(ribuan)
JENIS REMUNERASI &
FASILITAS LAIN DI TERIMA DALAM 1(SATU) TAHUN
DEWAN KOMISARIS DIREKSI

NOMINAL | ORANG | NOMINAL | ORANG

1. Remunerasi (gaji, bonus,
Tunjangan rutin, tantiem) 353.000 2 799.000 2

2. Fasilitas yang diterima tidak
dalam bentuk uang (perumahan, | p5gjjitas yang diterima Fasilitas yang diterima

transportasi, asuransi kesehatan | berupa asuransi berupa transportasi,
kesehatan (BPJS) asuransi kesehatan (BPJS)
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G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

dilakukannya.

SKALA
NO KETERANGAN PERBANDINGAN
1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 6,35
2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,24
3 Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah 1,10
4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 2,31
5 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 2,55

. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Tata kelola dan
dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank
perkreditan Rakyat tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat atau

evaluasi kinerja PT BPR Jateng.

NO. TANGGAL RAPAT AGENDA RAPAT

1 06 Februari 2017 Evaluasi kinerja bulan Januari 2017

2 01 Maret 2017 Evaluasi kinerja bulan Februari 2017

dan evaluasi penyelesaian nasabah

3 04 April 2017 Evaluasi kinerja posisi triwulan |

4 10 Mei 2017 Evaluasi kinerja bulan April 2017

5 08 Juni 2017 Evaluasi kinerja bulan Mei 2017

6 10 Juli 2017 Evaluasi kinerja posisi triwulan Il

7 09 September 2017 Evaluasi kinerja bulan Agustus 2017

8 09 Oktober 2017 Evaluasi kinerja bulan September 2017
9 10 November 2017 Evaluasi kinerja bulan Oktober 2017
10 | 06 Desember 2017 Evaluasi kinerja bulan November 2017

11 | 06 Januari 2018 Evaluasi kinerja bulan Desember dan RBB 2018
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I. Jumlah Penyimpangan Intern (Fraud) yang terjadi.

PT BPR Jateng selama tahun 2017 tidak ada penyimpangan atau fraud

baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai

kontrak.
INTERNAL JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN
FRAUD
Dewan Pegawai Pegawai
Dalam 1 tahun Direksi Komisaris tetap tidak tetap
2016 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
Total Fraud Nihil Nihil Nihil | Nihil 1 Nihil | Nihil | Nihil

Telah diselesaikan Nihil

Dalam proses
penyelesaian di BPR Nihil Nihil Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil

Belum diupaya-
kan penyelesaiannya Nihil Nihil Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil

Telah ditindaklanjuti
melalui proses

hukum Nihil

Laporan Tata kelola PT BPR Jateng 13
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J.

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BPR

Jateng tahun 2017 sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM JUMLAH
PERDATA PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai 4 -
kekuatan hukum yang tetap)
Dalam proses penyelesaian 5 -
Total 9 -

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Sampai tahun 2017 tidak terjadi adanya Benturan Kepentingan. Benturan

kepentingan yang terjadi

dikarenakan adanya perbedaan antara

kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris yang akan mengakibatkan kerugian

atau mengurangi keuntungan BPR, maka harus dihindari. Namun apabila

benturan kepentingan itu terjadi maka solusi penyelesaian berlandaskan

dengan Surat Keputusan Direksi tentang Benturan Kepentingan sehingga

tidak merugikan perusahaan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik Selama

Periode Laporan.

NO PENERIMA JUMLAH TANGGAL KEGIATAN
13 Januari
1 Paroki ST FX Kebon Dalem 1.000.000 2017 Imlek

2 Panti Asuhan Khotidjah

3.900.000 13 Juni 2017

Santuni anak yatim
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Laporan Tata Kelola atau Good Corporate Govermance(GCG) PT BPR Jateng
selama tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
04/P0OJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 5/SEOQJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dengan nilai
komposit 1,64, peringkat komposit sangat baik dan akan selalu ditingkatkan
agar semakin baik lagi. Laporan penerapan tata kelola ini mengacu pada prinsip
“TARIP” yang pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja BPR Jateng selama
1(satu) tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh SDM yang ada

sehingga mengupayakan informasi yang lengkap.

Semarang, 24 April 2018

PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng

D

FX. Soewardi WP Budiman Wijaya,SH,M.Kn
Komisaris Utama Direktur Utama




